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Arief Akbar (1701617161). Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Unit 
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Jagakarsa, Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2019. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan yang 
telah dilakukan selama PKL dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan 
akademik dalam menyelesaikan studi pada Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Praktikan 
melaksanakan PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) 
Jagakarsa yang beralamat di Kantor Kecamatan Jagakarsa Lantai 3, JL. Sirsak, No.2, 
Jagakarsa, RT 05 RW 07, Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta 12620. 
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 22 hari kerja yang dimulai sejak tanggal 
1 Agustus s.d. 30 Agustus dengan 5 hari kerja yang dimulai pada hari Senin s.d Jumat 
pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB. Kegiatan yang dilakukan praktikum selama PKL adalah 
menginput berkas masuk yang berasal dari pelayanan baik PBB, BPHTB, dan 
Reklame, Membuat lembar kerja verifikasi daftar perubahan Obyek atau Subyek 
Pajak, Mencetak tunggakan Wajib Pajak, dan Membuat Surat Keputusan mengenai 
Pembebasan PBB 
Tujuan dilaksanakannya PKL adalah untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, 
pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa. Selama melaksanakan PKL, 
pratikan dibimbing oleh Ibu Fauziah selaku Pengelola Umum dibawah Kepala 
Subbagian Tata Usaha Meskipun dalam pelaksanaan PKL terdapat beberapa kendala 
yang sering dihadapi, namun kendala tersebut dapat diatasi dengan bantuan 
pembimbing dan pegawailainnya, sehingga kegiatan PKL dapat berjalan dengan 
lancar serta berhasil cukup baik dan praktikan mendapatkan banyak pengalaman serta 
ilmu baru terkait hal-hal yang terdapat dalam dunia kerja. 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Dengan perkembangan zaman yang semakin kompetitif terutama dalam dunia 
bisnis,  memaksakan setiap perusahaan untuk melakukan berbagai macam tindakan 
agar perusahaannya dapat bersaing, salah satunya mencari karyawan yang sesuai 
dengan klasifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. karyawan yang 
dibutuhkan tentunya bukan sembarangan melainakan ada beberapa kriteria yang 
dibutuhkan, seperti keprofesionalan calon karyawan di bidang nya, kemampuan 
calon karyawan dalam menghadapi banyak tekanan dalam dunia kerja, tanggung 
jawab yang dimiliki calon karyawan, dan lain sebagainya. 
Sehingga perlu adanya suatu wadah yang memungkinkan bagi calon karyawan 
untuk mengembangkan kemampuan dan keahliannya untuk bersaing di dunia kerja. 
Banyak lembaga yang mampu menampung untuk melakukan kegiatan tersebut 
salah satunya adalah lembaga pendidik yaitu Universitas yang bertanggung jawab 
sebagai penghasil sumber daya manusia mumpuni. 
Agar untuk membentuk sumber daya manusia yang diinginkan oleh perusahaan 
sekarang ini, Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu lembanga pendidikan 





Universitas Negeri Jakarta terutama Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas 
Ekonomi memiliki program Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai sarana 
penuntasan tanggung jawab untuk mahasiswanya, yaitu menyiapkan lulusannya 
agar siap bersaing di dunia kerja. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah persyaratan 
kelulusan mahasiswa dalam pengambilan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan 
(PKL). 
Dengan diadakan PKL pada saat menempuh perkuliahan maka akan membantu 
mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman, ilmu, serta gambaran dalam dunia 
kerja melalui pembekalan yang diberikan oleh Universitas yang dimana bermanfaat 
sebagai acuan ketika mahasiswa sudah bekerja nanti. PKL juga di harapkan mampu 
meningkatkan kompetensi mahasiswa seperti kemampuan, pengetahuan, dan 
keterampilan dalam bidangnya. 
Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Jagakarsa merupakan 
Organisasi Perangkat Daerah yang praktikan gunakan sebagai tempat pelaksanaan 
praktik kerja lapangan, guna memperoleh berbagai informasi serta pengalaman di 
dunia kerja secara nyata. Sebagai mahasiswa S1 Program studi Pendidikan 
Ekonomi, konsentrasi Pendidikan Akuntansi, pelaksanaan PKL ini dapat dijadikan 
sebagai bekal, pengalaman, serta pengetahuan untuk bersaing di dunia kerja pada 






B. Maksud dan Tujuan PKL 
1. Memberikan bekal kepada mahasiswa untuk mendapatkan gambaran 
dunia kerja yang nyata.   
2. Mengimplementasikan pengetahuan yang sudah didapatkan 
diperkuliahan pada dunia kerja.   
3. Meningkatkan wawasan, keterampilan, dan kemampuan kepada 
mahasiswa.  
4. Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk  berlomba - lomba menjadi 
manusia unggul dan adaptif di bidangnya.   
5. Menciptakan mental yang siap bersaing dalam perkembangan zaman 
kepada mahasiswa dalam dunia kerja.   
6. Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi. 
C. Kegunaan PKL 
PKL Mempunyai manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa perguruan tinggi 
dan perusahaan. Adapun manfaat PKL tersebut antara lain : 
1. Bagi UPPRD Jagakarsa 
a. Membantu membentuk calon tenaga kerja yang berkualitas dan 
bertanggung jawab. 





c. Memungkinkan membangun hubungan antara perusahaan 
dengan Lembaga Perguruan Tinggi . 
2. Bagi Mahasiswa 
a. Melatih keterampilan mahasiswa dengan pengetahuan yang 
diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi. 
b. Sebagai sarana melatih praktikan untuk bersikap dewasa, 
mandiri, dan bertanggung jawab serta dapat menyesuaikan diri 
dengan lingkungan kerja. 
c. Menguji kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori pada 
pelaksanaan PKL. 
3. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ 
Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum 
yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi/perusahaan dan 
tuntutan pembangunan pada umumnya. Dengan demikian Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dapat mewujudkan konsep link and 
match dalam meningkatkan kualitas layanan pada stakeholders. 
D. Tempat PKL 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Pelayanan Pajak 
dan Retribusi Daerah (UPPRD) Jagakarsa Pada Unit Pendataan dan penilaian, 
Pelayanan dan Penagihan. Berikut adalah data Instansi tempat pelaksanaan Praktik 





Nama Instansi  : Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) 
Jagakarsa 
Alamat  : JL. Sirsak, No.2, Jagakarsa, RT 05 RW 07, Jagakarsa, Kec. 
Jagakarsa,   Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
12620. 
No. Telepon/Fax : (021) 7271665 
Praktikan memilih Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Jagakarsa, 
karena karena mobilisasi ke tempat tersebut terjangkau dan ingin mengenal sebuah 
instansi pemerintah. Selain itu, Praktikan ingin membandingkan dan menerapkan 
teori yang di dapatkan dari mata kuliah Perpajakan karena praktikan di terapkan di 
macam-macam unit yaitu Pendataan dan Penilaian, Pelayanan dan Penagihan 
E. Jadwal Waktu PKL 
Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 22 hari kerja 
terhitung sejak tanggal 1 Agustus s.d. 30 Agustus dengan 5 hari kerja yang dimulai 
pada hari Senin s.d Jumat pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB. Adapun rincian tahapan 
kegiatan sebagai berikut : 
1. Tahap Persiapan  
Pada Tahap persiapan, terhitung semenjak informasi mengenai 





2017, Praktikan mulai mendatangkan beberapa instansi untuk 
menanyakan apakah ada lowongan PKL untuk mahasiswa atau tidak. 
Setelah mencoba mencari informasi di berbagai instansi baik 
pemerintah atau swasta yang membuka lowongan PKL, Akhirnya 
praktikan mendapatkan informasi bahwa salah satu instansi pemerintah 
yaitu BPRD tersedia lowongan untuk PKL pada bulan Agustus 2019. 
Praktikan segera mengurus surat permohanan pelaksanaan PKL di Biro 
Akademik Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat (BAKHUM) 
yang di tujukan untuk BPRD. Setelah satu minggu setelah pemberian 
surat kepada BPRD, praktikan dating kembali ke BPRD untuk 
penempatan PKL, Pratikan dinyatakan diterima PKL oleh UPPRD 
Jagakarsa. Pelaksanaan PKL dimulai dari 1 Agustus sd 31 Agustus 
2. Tahap Pelaksanaan PKL 
Praktikan melaksanakan PKL selama satu bulan atau 22 hari 
kerja terhitung mulai dari 1 Agustus sampai 31 Agustus. Dengan waktu 
kerja sebanyak lima hari (Senin s.d Jumat) Ketentuan Kerja di Unit 
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Jagakarsa ialah 
sebagai berikut : 
  Hari Kerja : Senin s.d Jumat 





  Jam Kerja  : 07.30 s.d 16.00 WIB 
3. Tahap Pelaporan  
Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 
bulan September hingga November 2019. Penulisan dimulai dengan 
mencari data-data yang dibutuhkan dalam pelaporan PKL. Kemudian 







TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Perusahaan 
Perkembangan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) 
Jagakarsa dimulai dengan Perubahan organisasi dan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan 
Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka 
Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melakukan pembenahan 
organisasi dengan kembali menjalankan fungsi retribusi daerah yang 
sebelumnya hanya melakukan pelayanan pajak daerah. Hal tersebut 
menyebabkan Dinas Pelayanan Pajak atau DPP berubah nama dan fungsinya 
menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD). Perubahan nama ini 
dimaksudkan agar organisasi tersebut lebih fokus dalam melaksanakan 
tugasnya sebagai pengelola pendapatan daerah dalam pemungutan pajak dan 
retribusi daerah. 
Tugas, Pokok dan Fungsi pelaksanaan pekerjaan dalam melayani 





dilayani oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah atau UPPD, di tahun 2017 
berubah nama menjadi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD). 
UPPRD akan melaksanakan pelayanan jenis pajak yang sebelumnya dilakukan 
oleh UPPD yaitu: 
1. Pajak PBB-P2 
2. BPHTB  
3. Reklame  
4. Pajak Air Bawah Tanah (PABT) 
5. Pajak Hotel  
6. Pajak Restoran  
7. Pajak Parkir 
8. Pajak Hiburan 
9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) 
(BPRD,2017,https://bprd.jakarta.go.id/2017/01/03/dinas-pelayanan-pajak-
menjadi-badan-pajak-dan-retribusi-daerah/,27 November 2019) 
Visi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jagakarsa 








Misi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jagakarsa 
1. Mewujudukan perencanaan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang 
inovatif. 
2. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan Pajak dan Retribusi 
Daerah dan melaksanakan penyuluhan peraturan Pajak dan Retribusi 
Daerah serta menyelesaikan permasalahan Hukum Pajak Daerah. 
3. Mengembangkan system teknologi informasi dalam kegiatan Pelayanan 
Pajak dan Retribusi Daerah. 
4. Mengembangkan kualitan dan kuantitas SDM, Sarana Prasarana 
Perpajakan Daerah,  Pengelolaaan Keuangan serta Perencanaan 
Anggaran dan Program badan. 
5. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
pelayanan pajak dan retribusi daerah 
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah 
B. Struktur Organisasi 
1. Tugas Kepala Unit 
a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi 
UPPRD; 
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, 





c. Melaksanakan koordinasi dan kerjas sama dengan SKPD/UKPD 
dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan 
tugas dan fungsi UPPRD; dan 
d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan 
fungsi UPPRD. 
2. Tugas Subbagian Tata Usaha 
a. Menyusun dan melaksanakan bahan rencana strategis dan rencana 
kerja dan anggaran UPPRD 
b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran UPPRD; 
c. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD 
d. Menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD 
e. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang 
f. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan 
g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan UPPRD 
h. Menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan 
penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana 
kerja  
i. Memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan 
kenyamanan kantor UPPRD; 





k. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan kecamatan dan 
kelurahan sesuai lingkup wilayahnya; 
l. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan 
kegiatan serta akuntabilitas UPPRD 
m. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas 
3. Tugas Satuan Pelaksana Pelayanan 
a. menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja 
anggaran 
b. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD 
lingkup tugasnya 
c. memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah; 
d. menerima, meneliti dan mengadministrasikan permohonan 
pendaftaran perpajakan daerah; 
e. menerima, meneliti, memvalidasi, merekam pelaporan dan 
pembayaran pajak daerah; 
f. melaksanakan perekaman, pengelolaan dan pengamanan basis data 
pajak daerah; 
g. membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang; 
h. menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/ bon, legalisasi 






i. mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan 
bill/bon dan dokumen lain yang dipersamakan; 
j. menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus NPWPPD 
dan NOPD; 
k. menerima, meneliti dan menerbitkan Surat Keternangan Pajak 
Daerah; 
l. menerbitkan, dan mengadministrasikan SPPT PBB-P2, surat 
ketetapan, surat keputusan dan surat tagihan pajak daerah termasuk 
salinannya; 
m. menerima permohonan keringanan pembebasan, pengurangan, 
pembetulan, keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah; 
dan 
n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
Satuan Pelaksana Pelayanan. 
4. Tugas Satuan Pelaksanaan Pendataan 
a. menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja 
anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c. melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan dan 





d. melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta Zona 
Nilai Tanah; 
e. melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan 
pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, 
penghapusan dan perubahan data objek dan subjek pajak daerah; 
f. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka permohonan 
pendaftaran atau penutupan subjek dan objek pajak daerah; 
g. melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah dengan instansi 
terkait; dan 
h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
Satuan Pelaksana Pendataan. 
5. Tugas Satuan Pelaksanaan Penagihan 
a. Menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja 
anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c. Mengusulkan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan; 
d. Melakukan verifikasi dan pembayaran dan pelaporan pajak daerah; 
e. Menerbitkan surat himbauan pembayaran, pelaporan dan surat 
tagihan pajak daerah (STPD) 
f. Menyusun profil dan konfirmasi data wajib pajak; 





h. Memproses permohonan angsuran, penundaan pembayaran, 
pemberian kompensasi, restitusi dan pemindahbukuan; 
i. Memproses permohonan keringanan, pembebasan, pembetulan, 
pembatalan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 
pajak daerah sesuai dengan kewenangannya 
j. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
satuan pelaksana penagihan 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
Berdasarkan Peraturan Gurbernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Nomor 297 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah: 
Kedudukan (Pasal 3 ayat (2)): 
“UPPRD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan”. 
Tugas (Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2): 
1. UPPRD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemungutan pajak dan 
pendataan retribusi daerah sesuai kewenangannya.  






Fungsi (Pasal 4 ayat (3)): 
1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran UPPRD; 
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD; 
3. Penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD;  
4. Pendataan, penilaian, pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak; 
5. Pendataan retribusi daerah; 
6. Pendaftaran, pengukuhan dan penatausahaan subjek dan objek pajak; 
7. Pelayanan penerimaan permohonan pengurangan dan keberatan pajak 
daerah; 
8. Penegakan ketentuan dan peraturan perpajakan daerah; 
9. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; 
10. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah pada lingkup kecamatan; 
11. Penyusunan bahan kebijakan teknis pemungutan pajak daerah pada lingkup 
kecamatan; 
12. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPPRD; 
13. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD; 






PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Pada saat melaksanakan Program Praktik Kerja Lapangan, praktikan 
ditempatkan pada unit Pendataan dan Penilaian, Pelayanan, dan Penagihan. 
Penempatan ini disesuaikan dengan ketersediaan dari pihak UPPRD nya, serta 
agar praktikan dapat memahami segala bentuk kegiatan yang ada di UPPRD. 
UUPRD sendiri menurut Peraturan Gurbernur No 297 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 
1 “UPPRD merupakan Unit Pelaksana Teknis BPRD dalam pelaksanaan 
pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah”. Berdasarkan penjelasan 
mengenai UPPRD, yaitu lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan 
untuk melakukan pemungutan pajak yang dimana sesuai dengan tugasnya pada 
Pergub No 297 Tahun 2016  Pasal 4 ayat 1 “UPPRD mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan pemungutan pajak dan pendataan retribusi daerah 
sesuai kewenangannya.” dalam menjalankan tugasnya UPPRD memiliki fungsi 
pada Pergub No 297 Tahun 2016 pasal 4 ayat 3 Poin d “Pendataan, penilaian, 
pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak” hal ini  sehingga praktikan tidak 
lepas dari kegiatan pengurusan berkas Wajib Pajak terkait Obyek Pajak yang 





Berikut beberapa tugas dari Unit Pendataan dan Penilaian, Pelayanan, dan 
Penagihan : 
1. Tugas Satuan Pelaksana Pelayanan 
a. menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan rencana 
kerja anggaran 
b. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD 
lingkup tugasnya 
c. memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan 
daerah; 
d. menerima, meneliti dan mengadministrasikan permohonan 
pendaftaran perpajakan daerah; 
e. menerima, meneliti, memvalidasi, merekam pelaporan dan 
pembayaran pajak daerah; 
f. melaksanakan perekaman, pengelolaan dan pengamanan basis 
data pajak daerah; 
g. membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang; 
h. menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/ bon, 
legalisasi penneng pajak reklame, tanda masuk/karcis, dan 
dokumen lain yang dipersamakan; 
i. mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan 





j. menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus 
NPWPPD dan NOPD; 
k. menerima, meneliti dan menerbitkan Surat Keternangan Pajak 
Daerah; 
l. menerbitkan, dan mengadministrasikan SPPT PBB-P2, surat 
ketetapan, surat keputusan dan surat tagihan pajak daerah 
termasuk salinannya; 
m. menerima permohonan keringanan pembebasan, pengurangan, 
pembetulan, keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak 
daerah; dan 
n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
Satuan Pelaksana Pelayanan. 
2. Tugas Satuan Pelaksanaan Pendataan 
a. menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan rencana 
kerja anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c. melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan dan 
pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah; 
d. melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta 





e. melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian 
permohonan pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, 
pembatalan, penghapusan dan perubahan data objek dan subjek 
pajak daerah; 
f. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka permohonan 
pendaftaran atau penutupan subjek dan objek pajak daerah; 
g. melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah dengan 
instansi terkait; dan 
h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
Satuan Pelaksana Pendataan. 
3. Tugas Satuan Pelaksanaan Penagihan 
a. Menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan rencana 
kerja anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c. Mengusulkan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan; 
d. Melakukan verifikasi dan pembayaran dan pelaporan pajak 
daerah; 
e. Menerbitkan surat himbauan pembayaran, pelaporan dan surat 
tagihan pajak daerah (STPD) 





g. Menyusun laporan kinerja penerimaan dan piutang pajak 
daerah; 
h. Memproses permohonan angsuran, penundaan pembayaran, 
pemberian kompensasi, restitusi dan pemindahbukuan; 
i. Memproses permohonan keringanan, pembebasan, pembetulan, 
pembatalan dan penghapusan atau pengurangan sanksi 
administrasi pajak daerah sesuai dengan kewenangannya 
j. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
satuan pelaksana penagihan 
Berdasarkan Pasal 1 Ayat 45 “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau 
Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah”. Sehingga praktikan selalu melayani 
seseorang yang memiliki objek pajak untuk mengurusi objek pajak yang 
mereka miliki, Objek pajak yang dimiliki setiap Wajib Pajak pun berbeda-beda 
seperti PBB, BPHTB, dan Reklame. Menurut Pasal  1 Ayat 37 “Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau 
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi 
atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan”.  Menurut Pasal 1 Ayat 42-43  “Bea Perolehan 





dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah 
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas 
tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan”. Menurut Pasal 1Ayat 
26-27 “Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.” “Reklame 
adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya 
dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, 
orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau 
dinikmati oleh umum.”  
 Pada unit tersebut, praktikan mengerjakan tugas diantarannya : 
1. Menginput berkas masuk yang berasal dari pelayanan baik PBB, 
BPHTB, dan Reklame 
2. Membuat Lembar Kerja Verifikasi Daftar Perubahan Obyek atau 
Subjek Pajak 
3. Mencetak tunggakan wajib pajak  
4. Membuat Surat Keputusan mengenai Pembebasan PBB  
B. Pelaksanaan Kerja 
1. Menginput berkas masuk yang berasal dari pelayanan baik PBB, 





Dalam melaksanakan tugas ini, praktikan diberikan berkas yang berasal 
dari pelayanan yang kemudian akan diinput, hal-hal tersebut berkaitan tentang 
Pergub No 297 Provinsi DKI Tahun 2016 Pasal 8 Ayat 5 poin M “menerima 
permohonan keringanan pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, 
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi 
administrasi pajak daerah” dan poin N “menerbitkan, dan mengadministrasikan 
SPPT PBB-P2, surat ketetapan, surat keputusan dan surat tagihan pajak daerah 
termasuk salinannya” 
Langkah-langkah penginputan antara lain : 
a. Menginput data-data yang terdapat di dalam berkas seperti Nama 
WP (No Pelayanan), NOP wajib pajak, Keterangan dalam berkas 
tersebut, Alamat objek pajak, Serta nama yang mengerjakan berkas 
tersebut, lalu berikan berkas tersebut kepada orang bersangkutan. 
b. Setelah berkas di kerjakan, berkas kembali diinput, apabila berkas 
tersebut terkait dengan PBB maka diinput ke dalam sheet PBB 
dengan mengisi Nomer pelayanan, Tanggal permohonan berkas, 
tanggal diterima berkas tersebut, dikerjakan di Lapangan (L) atau di 
Kantor (K), NOP wajib pajak, Nama wajib pajak, dan jenis 
permohonan berkas tersebut. 
c. Apabila berkas tersebut berkaitan dengan BPHTPB maka diinput ke 





permohonan berkas, Nama wajib pajak, NOP, nomer LHP, Tanggal 
LHP, Petugas yang mengerjakan berkas tersebut, Keterangan 
d. Apabila berkas tersebut berkaitan tentang reklame maka diinput 
kedalam sheet REKLAME kemudian mneginput nomer pelayanan, 
tanggal permohonan berkas, tanggal diterima oleh staf P2, Nama 
rekalme, keterangan dari reklame tersebut, tanggal selesai 
pemberkasan, petugas yang mengerjakan, serta no LHP 
2. Membuat Lembar Kerja Verifikasi Daftar Perubahan Obyek atau 
Subjek Pajak 
Dalam melaksanakan tugas ini praktikan menerima berkas 
berasal dari pelayanan yang kemudian akan di input untuk mencetak 
kertas kerja untuk diberikan kepada petugas pendataan dan penilaian, 
Penugasan ini dilakukan untuk memenuhi keinginan wajib pajak untuk 
melakukan perubahan terhadap keterangan tanah/bangunan yang 
dimilikinya, seperti perubahan luas tanah / bangunan, Pecah PBB, balik 
nama, dan pembetulan alamat subjek/obyek pajak, Dalam pelaksanaan 
tugas ini disesuaikan berdasarkan Pergub Provinsi DKI Jakarta No 297 
Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 5 Poin F “melaksanakan lapangan dalam 
rangka penyelesaian permohonan pembebasan, pengurangan, 
pembetulan, keberatan, pembatalan, penghapusan dan perubahan data 





Langkah-langkah penginpiutan sebagai berikut: 
a. Mengisi sisi kiri terlebih dahulu, Meninginput data-data sesuai 
berkas-berkas wajib pajak mulai dari Nomer Pelayanan, Nama 
Wajib Pajak, Alamat Obyek Pajak NOP wajib pajak, Luas tanah 
serta luas bangunan hal tersebut harus sesuai dengan berkas 
terdahulu wajib pajak. 
b. Mengisi sisi kanan. Hampir sama dengan sisi kiri, menginput 
berkas-berkass wajib pajak mulai dari, Nama pajak, Alamat Obyek 
Pajak, NOP wajib pajak, Luas tanah serta luas bangunan hal 
tersebut harus sesuai dengan formulir perubahan yang di ajukan 
oleh wajib pajak, dan di sesuaikan dengan surat tanah yang 
dimiliki. 
3. Mencetak tunggakan wajib pajak  
Dalam melaksanakan tugas ini bertujuan untuk melakukan 
penaggihan terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan 
beradasarkan pembayaran tahunan yang dilakukan oleh wajib pajak 
yang bisa di lihat melalui web, apabila wajib pajak terdapat tunggakan 
maka akan di beritahukan melalui sms / telepon. Dan jika terjadi 
tunggakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
78/PMK.03/2016 maka wajib pajak dikenakan denda sebesar 2% setiap 





a. Membuka web khusus yang telah ditentukan bersifat rahasia 
b. Masukan NIP pegawai kantor dan password 
c. Masuk kedalam tab tunggakan 
d. Lalu masukkan NOP wajib pajak yang bersangkutan 
e. Kemudian tekan cetak, apabila dalam hasil cetak tersebut terdapat 
tunggakan yang belum di bayar maka akan di masukkan ke dalam 
berkas wajib pajak 
4. Membuat Surat Keputusan untuk Pembebasan PBB 
Dalam melaksanakan tugas ini praktikan hanya diberikan 
sebatas pengisian data-data yang telah di teliti dan di analisis oleh 
Satuan Penagihan, Setelah berkas tersebut di teliti dan di analisis maka 
berkas itu akan di kirim oleh praktikan untuk membuat surat keputusan 
tentang pembebasan PBB terhadap wajib pajak, dalam pelaksanaan 
tugas ini didasarkan Pergub Provinsi DKI Jakarta No 297 Tahun 2016 
Pasal 10 Ayat 5 Poin j “Memproses permohonan keringanan, 
pembebasan, pembetulan, pembatalan dan penghapusan atau 
pengurangan sanksi administrasi pajak daerah sesuai dengan 
kewenangannya” padaberikut tata cara untuk melakukannya: 
a. Membuka web khusus yang telah ditentukan bersifat rahasia. 
b. Masukkan NIP pegawai kantor dan password 





d. Lalu isikan nama wajib pajak, dan NOP wajib pajak tersebut, lalu 
next 
e. Lalu isikan NIK wajib pajak dan pilih save dan next 
f. Lalu lihat apakah pembebasan diterima / di tolak, apabila di tolak 
harus di screenshot dan di cetak surat keputusannya apabila 
diterima cukup di cetak saja surat keputusannya. 
C. Kendala yang dihadapi 
Kendala yang terjadi selama praktikan melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) pada unit Pendataan dan Penilaian, Pelayanan, dan Penagihan, 
yaitu antara lain: 
1. Praktikan mengalami kesulitan dalam hal menjalankan tugas secara 
maksimal, hal ini dikarenakan terjadi error yang terdapat pada komputer 
praktikan, yang di mana saat praktikan setiap ingin mencetak dokumen 
praktikan harus ke mesin printer terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan 
terganggunya pegawai kantor karena keterlambatan berkas atau karena 
proses mencetak yang membutuhkan perhatian khusus. Hal tersebut 
berdampak pada ketidakefisenan pelaksanaan kerja pada diri praktikan. 
2. Praktikan sulit untuk menyusun berkas yang sudah diselesaikan maupun 
yang belum di selesaikan, hal ini dikarenakan kurangnya sarana dan 
prasarana seperti lemari untuk menyimpan berkas yang sudah selesai di 





sudah selesai dikerjakan dan yang belum sering tertukar atau lupa. Hal 
tersebut berdampak pada ketidakefisienan pelaksanaan kerja pada diri 
praktikan, juga berdampak pada pihak - pihak yang membutuhkan berkas 
tersebut. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Kendala-kendala yang muncul dalam melakukan sesuatu hal akan 
menyebabkan dampak yang bersifat merugikan seseorang maupun kelompok.  
Sama halnya dalam dunia kerja, kendala-kendala yang muncul akan 
menyebabkan kerugian bagi perusahaan baik dalam terlambatnya pekerjaan 
yang dikerjakan, dan lain-lain. Dalam mengatasi kendala-kendala yang 
dihadapi oleh praktikan adalah sebagai berikut: 
1. Dalam menghadapi pekerjaan di dunia kerja, aset merupakan faktor 
penting dalam menunjang kemudahan dalam pekerjaan. Hal di 
karenakan aset memiliki manfaat yang banyak dan pengoperasian nya 
terbilang mudah. Akan tetapi walaupun mempermudah pekerjaan, aset 
perlu diperhatikan keadaannya agar aset bisa digunakan secara 
maksimal. Dalam perhatian yang diberikan itu adalah pemeliharaan. 
Pemeliharaan  adalah  serangkaian aktivitas untuk menjaga, 
memperbaiki dan mengembalikan kondisi peralatan atau sistem, agar 





Jay Heizer and Barry Render (2015) mengemukakan bahwa 
Maintenance includes all activities involved in keeping a system’s 
equipment in working order. Adapun tujuan dari pemeliharan aset 
adalah sebagai berikut : 
a. Untuk memperpanjang kegunaan asset. 
b. Untuk menjamin ketersediaan optimum aset yang dipasang 
untuk produksi dan mendapatkan laba investasi maksimum yang 
mungkin. 
c. Untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh aset atau 
peralatan yang diperlukan  dalam keadaan darurat setiap waktu. 
d. Untuk menjamin keselamatan pengguna sarana tersebut. 
e. Untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin, 
dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan secara efektif dan 
efisien. 
Dengan adanya pemeliharaan aset yang dilakukan secara rutin akan 
memberikan hasil dari tujuan-tujuan pemeliharaan aset tersebut. Dalam 
melaksanakan pemeliharaan aset alangkah baiknya di laksanakan oleh 
orang yang lebih memahami aset yang dimiliki oleh perusahaan hal ini 
untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul dari 





2. Sarana dan prasarana yang baik dari segi kualitasnya dan kuantitasnya 
juga menjadi faktor pendukung yang mampu membantu orgaanisasi 
untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Sarana dan prasarana 
yang di maksud seperti penggunaan teknologi untuk mempermudah 
pekerjaan serta penyimpanan berkas yang baik. 
Sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja 
dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam 
pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang 
berhubungan dengan organisasi kerja. (Moenir, 1992).  Moenir juga 
membagi sarana dan prasarana menjadi 3 yakni :  
a. Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi 
langsung sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau 
berfungsi memproses suatu barang yang berlainan fungsi dan 
gunanya.  
b. Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi 
sebagai alat pembantu tidak langsung dalam produksi, 
mempercepat proses, membangkit dan menambah kenyamanan 
dalam pekerjaan.  
c. Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang 





misalnya mesin ketik, mesin pendingin ruangan, mesin absensi, 
dan mesin pembangkit tenaga. 
Dalam mengelola sarana dan prasarana kantor dilakukan dengan 
beberapa kegiatan, salah satunya adalah  pengadaan. Pengadaan adalah 
semua kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang 
pelaksanaan tugas. Akan tetapi pengadaan bukan selalu menjadi jalan 
yang utama agar pelakasanaan tugas di suatu perusahaan dapat berjalan 
dengan efisien, maka dengan melakukan pengadaan yang berlebihan 
justru akan menyebabkan sarana dan prasarana menjadi tidak terpakai, 
maka dari itu pengadaan dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan 
perusahaan pada saat tertentu. Dan karena fungsi dan kegiatan setiap 
organisasi berbeda, maka pengadaan sarana dan prasarana kantor juga 
tidak selalu sama antara organisasi yang satu dengan organisasi yang 
lain. 
Dalam kaitannya dengan kendala yang dihadapi oleh praktikan, 
dimana belum memiliki pemeliharaan aset yang baik hal ini didasarkan 
pada komputer yang digunakan praktikan yang memiliki beberapa 
masalah pada komputer tersebut, serta sarana dan prasarana yang ada 
seperti lemari untuk membantu pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai 
kantor dalam hal menyimpan berkas-berkas wajib pajak agar mudah di 





perusahaan harus melakukan pemeliharaan aset yang rutin dan 
pengadaan sarana dan prasarana. Karena dengan pemeliharaan aset dan 
pengadaan sarana dan prasarana seperti lemari akan berdampak pada 








Dalam proses menjadi manusia yang unggul dan dapat bersaing di dunia 
kerja, mahasiswa UNJ diberikan wadah untuk mendapatkan gambaran serta 
pengalaman di dunia kerja melalui program Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
yang kegunaannya sangat bermanfaat. 
Selama melaksanakan PKL di UPPRD Jagakarsa praktikan dapat 
mengambil beberapa kesimpulan, antara lain : 
1. Praktikan mengetahui pengetahuan baru mengenai pemungutan Pajak yang 
dilakukan oleh instansi pemerintah 
2. Praktikan menjadi terlatih untuk menjadi seseorang yang disiplin, 
bertanggung jawab, dan mandiri serta menyesuaikan diri dengan 
lingkungan kerja 
3. Praktikan mampu menyesuaikan dengan materi yang didapat selama 
perkuliahan 
4. Praktikan mampu menghadapi wajib pajak/konsumen dengan baik 
5. Praktikan mampu mendapatkan teman baru yang berasal dari perguruan 






6. Praktikan dapat bersosialisasi dengan para pegawai kantor dan menjadi tahu 
alur baik pembayaran PBB, pembebasan PBB, dan lain sebagainya 
7. Praktikan mengetahui bahwasannya PNS juga bekerja sampai lewat jam 
kerjanya. 
B. Saran 
Berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh oleh praktikan selama 
melaksanakan PKL, praktikan memberikan beberapa saran untuk beberapa 
pihak yang sekiranya dapat sebagai bahan pertimbangan untuk kemajuan 
dikemudian hari. Saran-saran antara lain :   
1. Bagi Mahasiswa 
a. Mencari informasi tentang PKL kepada kakak tingkat 
b. Mulai mencari tempat PKL dari jauh-jauh hari sebelum 
melaksanakan PKL 
c. Jangan memberikan surat permohonan PKL, sebelum ada kepastian 
dari perusahaan 
d. Aktif bertanya dan menawarkan diri untuk membantu dalam 
kegiatan PKL 
e. Tetap menjaga sikap sopan & santun serta rasa hormat terhadap 






2. Bagi  Fakultas Ekonomi UNJ 
a. Memberikan informasi seputar penyelengaraan kegiatan PKL, baik 
tentang jadwal PKL, Perusahaan-perusahaan yang direkomendasi-
kan ,  dan lain sebagainya. 
3. Bagi UPPRD Jagakarsa 
a. Instansi dapat merekrut mahasiswa apabila instansi memerlukan 
tenaga kerja, karena instansi telah melihat kemampuan kerja 
mahasiswa selama pelaksanaan PKL 
b. Melakukan pemeliharaan aset secara rutin agar pekerjaan bagi 
pegawai kantor tidak terganggu oleh kerusakan aset yang dimiliki 
instansi 
c. Menambah sarana & prasana baik dalam bentuk lemari 
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Lampiran 7 : Kegiatan Harian 
No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 
1 Kamis, 01/08/2019 Menginput data berkas Wajib Pajak BPTHB 
2 Jumat, 02/08/2019 Menginput data berkas Wajib Pajak BPTHB, 
PBB, Mencetak Tunggakan Wajib Pajak 
3 Senin, 05/08/2019 Menginput data berkas Wajib Pajak BPTHB, 
PBB 
4 Selasa, 06/08/2019 Menginput data berkas Wajib Pajak BPTHB, 
PBB, Reklame 
5 Rabu, 07/08/2019 Menginput data berkas Wajib Pajak BPTHB, 
PBB, Mencetak Tunggakan Wajib Pajak 
6 Kamis, 08/08/2019 Menginput data berkas Wajib Pajak BPTHB, 
PBB 
7 Jumat, 09/08/2019 Menginput data berkas Wajib Pajak BPTHB, 
PBB, Reklame 
8 Senin, 12/08/2019 Menginput data berkas Wajib Pajak BPTHB, 
PBB, Mencetak Tunggakan Wajib Pajak 
9 Selasa, 13/08/2019 Menginput data berkas Wajib Pajak BPTHB, 
PBB, Mencetak Tunggakan Wajib Pajak, 
Membuat Kertas Kerja Verifikasi Perubahan 





10 Rabu, 14/08/2019 Menginput data berkas Wajib Pajak BPTHB, 
PBB, Membuat Kertas Kerja Verifikasi 
Perubahan Objek atau Subjek Pajak 
11 Kamis, 15/08/2019 Menginput data berkas Wajib Pajak BPTHB, 
PBB, Rekalem, Membuat Kertas Kerja 
Verifikasi Perubahan Objek atau Subjek 
Pajak 
12 Jumat, 16/08/2019 Menginput data berkas Wajib Pajak BPTHB, 
PBB, Reklame, Membuat Kertas Kerja 
Verifikasi Perubahan Objek atau Subjek 
Pajak 
13 Senin, 19/08/2019 Menginput data berkas Wajib Pajak BPTHB, 
PBB 
14 Selasa, 20/08/2019 Menginput data berkas Wajib Pajak BPTHB, 
PBB 
15 Rabu, 21/08/2019 Menginput data berkas Wajib Pajak BPTHB, 
PBB, Mencetak Tunggakan Wajib PBB 
16 Kamis, 22/08/2019 Menginput data berkas Wajib Pajak BPTHB, 
PBB, Membuat Kertas Kerja Verifikasi 
Perubahan Objek atau Subjek Pajak, 





17 Jumat, 23/08/2019 Menginput data berkas Wajib Pajak BPTHB, 
PBB, Membuat Kertas Kerja Verifikasi 
Perubahan Objek atau Subjek Pajak, 
Membuat Surat Keputusan Pembebasan PBB 
18 Senin, 26/08/2019 Membuat Surat Keputusan Pembebasan PBB 
19 Selasa, 27/08/2019 Membuat Surat Keputusan Pembebasan PBB 
20 Rabu, 28/08/2019 Menginput data berkas Wajib Pajak BPTHB, 
PBB, Membuat Surat Keputusan 
Pembebasan PBB 
21 Kamis, 29/08/2019 Membuat Kertas Kerja Verifikasi Perubahan 
Objek atau Subjek Pajak, Membuat Surat 
Keputusan Pembebasan PBB 
22 Jumat,30/08/2019 Membuat Kertas Kerja Verifikasi Perubahan 
Objek atau Subjek Pajak, Membuat Surat 






Lampiran 8: Menginput Berkas Masuk Baik PBB, BPHTB, Reklame 
 






Lampiran 10 : Penginputan Data BPHTB 
 






Lampiran 12 : Pembuatan Lembar Kerja Verifikasi Daftar Perubahan Obyek atau 
Subyek Pajak 
 







Lampiran 14 :  Jadwal Kegiatan PKL 
JADWAL KEGIATAN PKL  
FAKULTAS EKONOMI – UNJ TAHUN AKADEMIK 2019/2020  
 
















1 Pendaftaran PKL          
2 Surat Permohonan PKL 
ke Perusahaan  
        
3 Kontak dengan 
Perusahaan untuk 
penempatan PKL  
        
4 Pelaksanaan PKL          
5 Praktikan Laporan PKL          
6 Penyerahan Laporan 
PKL  
        
7 Koreksi Laporan PKL          
8 Penyerahan Koreksi 
Laporan PKL  
        
9 Batas Akhir Penyerahan 
Koreksi Laporan PKL  
        
10 Penutupan Program 
PKL dan Pengumuman 
Nilai PKL  







Lampiran 15 : Format Saran dan Perbaikan Laporan PKL 
